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BAB I 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

UU No.  25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No.  33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, 

telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan 

pusat dan daerah.  Khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun 

dalam hubungan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, yang dikenal 

sebagai era otonomi daerah. 

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan  (pasal 1 huruf 

(h) UU NOMOR 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah).  Dari undang-

undang otonomi daerah tersebut tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan otonomi 

daerah memiliki dasar hukum yang kuat.  Tinggal permasalahannya adalah 

bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan otonomi daerah 

bisa dijalankan secara optimal.  

Dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Daerah dituntut mampu menciptakan 

sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi pembangunan 

daerah. Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-

hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.  



2 
 

Muhammad Arief Rakhman, 2013 
Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah di 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah.  

Sebagai instrumen kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam 

upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah.  APBD 

digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, 

membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi 

pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-

ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan 

alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.  Dalam kaitannya 

dengan pengelolaan keuangan daerah, proses penyusunan dan pelaksanaan APBD 

hendaknya difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan 

aktivitas yang menjadi preferensi daerah yang bersangkutan. 

Pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, 

penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok 

orang untuk tercapainya suatu tujuan.  Proses ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-

fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara operasional apabila 

dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan daerah adalah yang 

pelaksanaannya meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan 

perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Tjahjanulin Domai, 2002).  

Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Abdul Halim (2001) mengatakan, 

membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah, oleh karena itu anggaran pendapatan dan 
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belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk 

angka-angka selama satu tahun anggaran. 

Menurut Dedy dan Dadang (2001) ada beberapa prinsip yang harus 

dipegang dalam pengelolaan keuangan daerah.  Pengelolaan keuangan daerah 

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 

keadilan dan kepatutan.  Sedangkan Abdul Halim (2001) mengungkapkan bahwa 

prinsip dalam pengelolaan keuangan daerah adalah Akuntabilitas, Value for 

money, Kejujuran dalam pengelolaan keuangan daerah, Transparansi, 

Pengendalian, Disipilin Anggaran, Efisien dan efektivitas anggaran, dan Format 

Anggaran. 

Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas Tjahjanulin Domai (2002) 

mengatakan ada beberapa prinsip dalam mengelola keuangan daerah yaitu 

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak 

selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan 

kebijaksanaan yang diterapkannya.  Selain itu, prinsip pengelolaan keuangan 

daerah lainnya yaitu Transparansi.  Transparansi adalah dapat diketahuinya oleh 

banyak pihak mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan kata lain segala 

tindakan dan kebijakan harus selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui 

oleh umum.  Kemudian ada juga keterbukaan informasi secara terbuka baik 

terhadap saran maupun kritik dari masyarakat.  Serta aturan hukum pengelolaan 

keuangan daerah harus berdasarkan Undang-Undang, Peraturan pemerintah, dan 

peraturan daerah yang telah ditetapkan. 
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Dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan salah 

satu prinsip keuangan daerah, yaitu transparansi.  Hal ini berdasarkan terdapatnya 

fenomena tidak transparannya Pemerintah Daerah di beberapa daerah di 

Indonesia
1
.  Dari fenomena berikut dapat diambil kesimpulan bahwa transparansi 

yang buruk bisa menyebabkan terjadinya sebuah polemik berkepanjangan, dimana 

terdapatnya catatan merah dari BPK atas laporan keuangan daerah yang 

bersangkutan, bahkan diindikasikannya menuju arah kasus korupsi. 

Agar terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang baik, dalam hal ini 

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai dengan prosedur 

dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.105 tahun 2000 tentang Pengelolaan 

dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, maka perlu adanya fungsi 

pengendalian karena pengendalian itu sendiri adalah proses dalam menetapkan 

ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil 

yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut 

Pengendalian pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan 

dicapai.  Melalui pengendalian diharapkan dapat membantu melaksanakan 

kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan 

secara efektif dan efisien.  Bahkan, melalui pengendalian tercipta suatu aktivitas 

yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana 

pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.  Pengendalian juga dapat mendeteksi 

                                                           
1
 Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dimana Badan Anggaran DPRD 

Kabupaten Pacitan yang menilai pemerintah tidak transparan dalam melaporkan penggunaan 

APBD  setempat tahun 2009, Badan Pemeriksa Keuangan pun sudah memberi  “rapor merah” 

terhadap laporan keuangan dalam APBD Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, tahun 2009. 
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sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.   

Hasil pengendalian ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat 

kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang 

muncul.  Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang 

bercirikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), pengendalian 

merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan 

sebagaimana mestinya.  Dalam konteks ini, pengendalian menjadi sama 

pentingnya dengan penerapan good governance itu sendiri. 

Dalam kaitannya dengan transparansi  publik, pengendalian merupakan 

salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat 

terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengendalian 

yang efektif.  Sebab, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik 

diperlukan internal control dan external control yang baik serta dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Dalam hal ini yang paling berpengaruh untuk menjaga  pengendalian  tetap 

efektif  dan efisien adalah pengendalian intern tentunya.  Dengan demikian maka 

penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah Daerah, mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, 

harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.   

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan 

memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat 

mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan 
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negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan.  Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian 

Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan 

fungsi Instansi Pemerintah Daerah tersebut. 

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan Sistem 

Pengendalian Intern di Instansi Pemerintah Daerah tersebut dilakukan 

pengawasan intern dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP).  Pengawasan intern merupakan salah satu bagian dari kegiatan 

pengendalian intern yang berfungsi melakukan penilaian independen atas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Lingkup pengaturan 

pengawasan intern mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi sumber 

daya manusia, kode etik, standar audit, pelaporan, dan telaahan sejawat.  

Sedangkan pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi penyusunan pedoman 

teknis penyelenggaraan, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, dan pembimbingan 

dan konsultansi SPIP, serta peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan 

intern pemerintah. 

Mengacu pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat 

(KBB), dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk 

melaksanakan transparansi dan keterbukaan informasi publik, khususnya 

mengenai penggunaan APBD.  Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus 

pengelolaan keuangan dengan opini disclaimer yang terjadi setiap tahun di 

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 
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“Pengelolaan keuangan terus kacau, sementara pengawasan dari 

inspektorat dan DPRD tidak memberikan solusi, bahkan terkesan acuh.  Satu-

satunya jalan, penggunaan anggaran harus terbuka agar publik bisa mengawasi,” 

ungkap pengamat dari Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan 

Kabupaten Bandung Barat Holid Nurjamil, Selasa 25 Oktober 2011.  Holid 

menambahkan, transparansi penggunaan anggaran mutlak harus dilakukan.  

Publik sudah tidak dapat bergantung lagi pada peran DPRD untuk mengawasi 

pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.  Hasil rekomendasi 

DPRD dalam menanggapi opini disclaimer seakan tidak menekan Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat untuk menyikapi secara serius. 

Berdasarkan fenomena tersebut, mengindikasikan bahwa kurangnya 

transparansi di Kabupaten Bandung Barat telah membuat pengelolaan keuangan 

daerah di Kabupaten Bandung Barat bertahun-tahun mendapatkan opini 

disclaimer.  Oleh karena itu, penulis menjadi tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang transparansi di Kabupaten Bandung Barat.   

Penelitian ini merujuk kepada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Ahmad Fuadi (2009) dengan judul “Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal 

Terhadap Perwujudan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota 

Bandung”.  Penelitian tersebut mengatakan terdapat pengaruh positif antara 

Efektifitas Pengendalian Intern terhadap Transparansi Laporan Keuangan Daerah 

sebesar 59,4%.  Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

disebutkan di atas berbeda pada objek yang akan diteliti, penelitian sebelumnya 

memilih Kota Bandung sebagai objek sementara penelitian ini memilih Kabupaten 
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Bandung Barat sebagai objek yang akan diteliti.  Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan diatas penulis akan melakukan penelitian dengan judul : “Pengaruh 

Pengendalian Intern Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah   

(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat )” 

 

1.2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Bandung 

Barat. 

2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat. 

3. Seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. 

  

1.3       Maksud dan Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan 

penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut : 

 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam tentang Pengendalian Intern dan Transparansi 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 
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1.3.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk : 

1. Mengetahui Pengendalian Intern pada Pemerintah Kabupaten Bandung 

Barat. 

2. Mengetahui Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Bandung Barat. 

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengendalian Intern terhadap 

Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten 

Bandung Barat. 

 

1.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis dan 

akademis. 

 

1.2.1 Kegunaan Praktis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi 

sebagai bahan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah Kabupaten Bandung 

Barat untuk dijadikan referensi serta masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten 

Bandung Barat guna meningkatkan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah daerah. 
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1.2.2 Kegunaan Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

sumbangan data empirik dalam ilmu akuntansi sektor publik terutama dalam 

bahasan tentang Pengendalian Intern dan Transparansi Pengelolaan Keuangan 

Daerah. 


